PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

a. bahwa dalam rangka penyelenggam@aoptimalisasi pelayanan
kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Petaleri
Daerah, diperlukan organisasi Perangkat Daerah ydisgen,
efektif dan proporsional dengan tetap mempertimkang
kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhardba

b. bahwa organisasi dan tata kerja Dinas Daerah sebaga diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo N@ni@hun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata HKainas
Daerah sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan geemgan-
undangan dan perkembangan keadaan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturamefintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasnflaat
Daerah, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalasah
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkarafdean Daerah

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Maagah;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerahelsta
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undatanpg
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Peingggan
Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikartajade
satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaraarile
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembararardeg

Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembé&nta

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan rinéahe
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004ng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lemarbar
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&man

mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 43jdn 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dwdja
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanth&gan

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintBlaanah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanljiagan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentadgnfan

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembarajarse
Republik Indonesia Nomor 4741);,



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@difang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daera

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 7&008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daefsagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yamgimukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorangwiBeg
Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasg ydalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian talan/a
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri danukinkenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.



BAB Il

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daeyaity sebagai
berikut :

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

-~ ® a0 T p

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga,;

Dinas Pekerjaan Umum,;

= «Q

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengabh;

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumbaya D

Mineral;
J. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
k. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan; dan

I. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

BAB Il

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Pasal 3
(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana tugaseritgah
Daerah di bidang pendidikan.
(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala yang berkedtad di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melakieSaris

Daerah.



Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi penyelenggaraansan

pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bprdjdikan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dinthklalam

Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

a.
b.

C.

menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dasar;
menyelenggarakan kegiatan pendidikan menengabh;
menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formabrimndl
kesenian dan olah raga; dan

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari
1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana.
d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana.
e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana.



f. Bidang Pendidikan Non Formal Informal Kesenian @ah
Raga terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
2. Seksi Pendidikan Kesenian Pelajar; dan
3. Seksi Pendidikan Olah Raga Pelajar.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Manextgs
(SMA),dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibeniigpala
Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi DireasliBikan
diatur oleh Bupati.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagsam
tercantum dalam Lampiran | yang tidak terpisahkam Beraturan

Daerah ini.

Pasal 7

Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit PelakJakais Dinas
sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan IDsssendiri.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 8
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugasriReah
Daerah di bidang kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berkekianludi
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melakieSaris
Daerah.

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraansaar
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bigsedatan.



Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dintaklalam

Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kesehatan;

b. menyelenggarakan kegiatan pemberantasan penyakitan d
penyehatan lingkungan;

c. menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis;

d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rakatalan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengembangan Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan Kesehatan;
2. SeksiJaminarPemeliharaan Kesehatan; dan
3. Seksi Data dan Teknologi Informasi Kesehatan.
d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan ltaggku
terdiri dari :
1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
2. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
e. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan;
2. Seksi Perizinan dan Sertifikasi; dan
3. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
f. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri: dari
1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Gizi; dan
3. Seksi Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi DinaseKatan
diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaiteacantum
dalam Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Rewat Daerah

ini.

Pasal 12

Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelak$akais Dinas

sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan iDtesendiri.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 13

(1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakasur
pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang stasmaga kerja
dan transmigrasi.

(2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipinopeh Kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawadadee

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempuhyagsi
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah das peghbantuan

di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimdakslalam
Pasal 14, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transniignaspunyai
tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial,

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang tenaga kerja;



c. menyelenggarakan kegiatan di bidang hubungan industan
perlindungan tenaga kerja;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang transmigrasi; d

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 16

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dansfimgrasi
terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Sosial terdiri dari :
1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan
3. Seksi Perlindungan Sosial.
d. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
1. Seksi Penyediaan Lowongan Kerja dan Penempatan; dan
2. Seksi Pengembangan dan Pelatihan.
e. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tendgga
terdiri dari :
1. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga
Kerja; dan
2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
f. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
1. Seksi Penyediaan; dan
2. Seksi Penempatan dan Perlindungan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi DinagalSTenaga
Kerja dan Transmigrasi diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Ket@n
Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampilayahg
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 17

Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasit @iipentuk Unit

Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan, yang rdidémgan

Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

(1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mekapainsur

pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pemigabu

komunikasi dan informatika.

(2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipmeleh

Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggamgbj

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengaufungsi

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah das pegnbantuan

di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dintaklalam

Pasal 19, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infokenatempunyai

tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, maimdan
perparkiran;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendaliam da
operasional;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasimfanmatika;
dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
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Pasal 21

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi

Informatika terdiri dari :

a.
b.

g.
h.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi DimssuBungan

Kepala;

Sekretariaterdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan

3. Seksi Penerangan Jalan.

Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran terdin da
1. Seksi Angkutan;

2. Seksi Terminal; dan

3. Seksi Perparkiran.

Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
1. Seksi Kelaikan Kendaraan Bermotor; dan

2. Seksi Operasi dan Pengendalian.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan dan Fasilitasi Perijinan; dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Komunikasi dan Informatika diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Konasniklan

Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiraya™y tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatég@addibentuk

Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yaaigirddengan

Pasal 22

Peraturan Daerah tersendiri.

dan



12

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 23

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan runsu
pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kedekdn dan
catatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin ¢#lepala yang
berkedudukandi bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai siung
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah das pegnbantuan

di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dinthklalam

Pasal 24, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pueyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kependudukan;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan tegnol
informasi;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan dam

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 26

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Ceigtdrierdiri
dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
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c. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
2. Seksi Perkembangan Penduduk.
d. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri dari :
1. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi; dan
2. Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data;
e. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
2. Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesaha
Anak.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan daat&aSipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidgksahkan

dari Peraturan Daerabh ini.

Pasal 27

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapanulik Unit
Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang didamgan

Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keenam

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Pasal 28

(1) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Rag#ai@n
unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidebgdikyaan
pariwisata pemuda dan olah raga.

(2) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Ramjenpin
oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertangggawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 29

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Ragapumyai
fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daelah tugas

pembantuan di bidang kebudayaan pariwisata pamad olah raga.
Pasal 30

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dinthklalam

Pasal 29, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dah Rbhga

mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kebudayaan;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangaatayi

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pemasaranayisat

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang kepemudaan dan
keolahragaan; dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 31

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata d@erdan
Olah Raga terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
1. Seksi Adat dan Kesenian;
2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
3. Seksi Bina Cipta dan Kreatifitas.
d. Bidang Pengembangan Wisata terdiri dari :
1. Seksi Obyek dan Sarana Prasarana Wisata; dan
2. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Kepariwisataan;
e. Bidang Pemasaran Wisata terdiri dari :
1. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
2. Seksi Pelayanan Data dan Informasi.
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f. Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
1. Seksi Kepemudaan;
2. Seksi Keolahragaan; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dingisuayaan
Pariwisata Pemuda dan Olah Raga diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Paria&viB&muda
dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lamyirgang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32
Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olgh Bapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kelamufang diatur
dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 33

(1) Dinas Pekerjaan Umum  merupakan unsur pelaksanas tug

Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala yang &gukiukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati meéakretaris

Daerah.
Pasal 34
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi penyeleaggaUrusan

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bigakgrjaan

umum.
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Pasal 35

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dintaklalam
Pasal 34, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang bina marga;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang cipta karya;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis tatag;ua

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengairan; dan
e

. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 36

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri da
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1. Seksi Gedung dan Umum;
2. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
e. Bidang Teknis Tata Ruang terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
f. Bidang Pengairan terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
3. Seksi Bina Manfaat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dingleerfaan
Umum diatur oleh Bupati.
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(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum gséfp@na
tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkdari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Bafek Teknis
Dinas sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Pemnatiraerah

tersendiri.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pasal 38

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah makap
unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bideper&si dan
usaha mikro kecil menengabh.

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah rdjgh oleh
Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggawgb
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah meamypi fungsi
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah das pegnbantuan

di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dinthklalam
Pasal 39, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Nhegad
mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kelembagaaar&sipdan

usaha mikro kecil menengabh;
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b. menyelenggarakan kegiatan di bidang permodalan;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pemberdayaan; d

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 41

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikezil K

Menengah terdiri dari :

a.
b.

f.

g.

Kepala;

Sekretariatterdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaidan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah terdiri dari :

1. Seksi Lembaga; dan

2. Seksi Data dan Informasi.

Bidang Permodalan terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Permodalan; dan

2. Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam.
Bidang Pemberdayaan terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan
2. Seksi Pemberdayaan Usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dirgsekasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usédikeo Kecil

Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran WyAig

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengpat

dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kelamufang diatur

dengan Peraturan Daerah tersendiri.
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Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumdpg Mineral
Pasal 43

(1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumbeya D
Mineral merupakan unsur pelaksana tugas Pemerbé&anah di
bidang perindustrian perdagangan dan energi sudayar mineral.

(2) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumbeya D
Mineral dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dwbh dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrefserah.

Pasal 44

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumbga Mineral
mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan PemeaintBaerah dan
tugas pembantuan di bidang perindustrian perdagadiga energi

sumber daya mineral.
Pasal 45

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dintaklalam
Pasal 44, Dinas Perindustrian Perdagangan dan iEBengber Daya
Mineral mempunyai tugas :

. menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustrian;

. menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan;

. menyelenggarakan kegiatan di bidang geologi dargene

a
b
c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolazar pagrah;
d
e. menyelenggarakan kegiatan di bidang pertambangamician
f.

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 46
(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagad@arEnergi

Sumber Daya Mineral terdiri dari :

a. Kepala;
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Sekretariatterdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

1. Seksi Bina Usaha;

2. Seksi Bimbingan Produksi; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran;

2. Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan

3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
Bidang Pengelolaan Pasar Daerah terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan
2. Seksi Penertiban dan Pengendalian.

Bidang Geologi dan Energi terdiri dari:

1. Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Air Bawah Tarakm
2. Seksi Energi Minyak dan Gas Bumi .

Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :

1. Seksi Pengusahaan; dan

2. Seksi Pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasa®Perindustrian

Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral digtrBupati.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrisnd&jangan dan

Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantutamda

Lampiran 1X yang tidak terpisahkan dari Peraturai@h ini.

Pasal 47

Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energbe3uibaya

Mineral dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Ds@suai kebutuhan

yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
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Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pasal 48

(1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsurgagiaktugas
Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan kehutanan

(2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh Kepgag
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepagbeati

melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 49

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi gdenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuabidding

pertanian dan kehutanan.
Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dintaklalam
Pasal 49, Dinas Pertanian dan Kehutanan memptugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang tanamangpang

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang hortikultura;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang kehutanan;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang perkebunan; dan

e

. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 51

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutardin tiri :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.
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c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
1. Seksi Serealia; dan
2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
d. Bidang Hortikultura terdiri dari :
1. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
2. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias.
e. Bidang Kehutanan terdiri dari :
1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi; dan
2. Seksi Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha.
f. Bidang Perkebunan terdiri dari :
1. Seksi Produksi dan Perlindungan; dan
2. Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Diesasan dan
Kehutanan diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Kelaunt
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidgksahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dibemitkPdlaksana
Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengasti?an Daerah

tersendiri.

Bagian Kesebelas

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Pasal 53

(1) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan merupakesur u
pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kelggakanan
dan peternakan.

(2) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dipimpeh &lepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawadadke

Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 54

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan mempunyagsf
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah das pegnbantuan

di bidang kelautan perikanan dan peternakan.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dinthklalam
Pasal 54, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternal@npunyai
tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang kelautan daikgpan
tangkap;

menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan ayelid
menyelenggarakan kegiatan di bidang peternakan;
menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan helaan

© o o o

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 56

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan Perikanan daerrR&an
terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri dari
1. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Cant;
2. Seksi Produksi Perikanan Tangkap.
d. Bidang PerikanaBudidaya terdiri dari :
1. Seksi Perizinan dan Pengembangan Usaha,;
2. Seksi Produksi Perikanan Budidaya; dan
3. Seksi Perlindungan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
e. Bidang Peternakan terdiri dari :
1. Seksi Bina Usaha Ternak Besar; dan
2. Seksi Bina Usaha Ternak Kecil dan Unggas.
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f. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
2. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinatautan
Perikanan dan Peternakan diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan Perikandan
Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampirgang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Peterrddgaat dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yaaigirddengan

Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Pasal 58

(1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Assepakan
unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidandapatan
pengelolaan keuangan dan asset.

(2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Assapdipoleh
Kepala yang berkedudukadi bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 59
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Assetpungan

fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daeegah tdgas

pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuaagaasset.
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Pasal 60

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dintaklalam

Pasal 59, Dinas Pendapatan Pengelolaan KeuanganAdset

mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan

perbendaharaan;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi depgran;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang asset; dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 61

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolasn#@n dan

Asset terdiri dari :

a.
b.

Kepala;

Sekretariat terdiri dari :

1.
2.
3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Perencanaan; dan

Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

1.
2.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Rexseri
Pembiayaan; dan

Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain dan Dana

Perimbangan.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :

1.
2.
3.

Seksi Anggaran,;
Seksi Perbendaharaan Anggaran Langsung; dan

Seksi Perbendaharaan Anggaran Tidak Langsung.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

1.
2.
3.

Seksi Akuntansi Keuangan Daerah;
Seksi Pelaporan Keuangan Daerah; dan
Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi da

Tugas Pembantuan.

Bidang Asset terdiri dari :

1.
2.

Seksi Penilaian dan Optimalisasi Kekayaan; dan
Seksi Investasi dan BUMD.
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g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Direaxl&patan
Pengelolaan Keuangan dan Asset diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Peagelol
Keuangan dan Asset sebagaimana tercantum dalamiraani{il

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dart dapgat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kelamutang diatur

dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Pasal 63

(1) Pada Dinas dapat diadakan kelompok Jabatan Fumdgiertentu
sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinghokeorang
tenaga fungsional tertentu senior yang berada dvabadan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 64

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan setjag&k satuan

organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinategrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnyasing-

masing.
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan setjag&k satuan
organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan perab
kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksangas menurut

hierarkhi jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1L 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Diaeyah
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) dicalaun
dinyatakan tidak berlaku;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 7 &003
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kmiogo
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan OrganisesiTata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Mdngeri
D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 7 &004
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata KerjasDeerah
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) ditkekbali

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahdfingkan dan
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejaletapkannya

Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarbdram Daerah
Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO
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Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Capl/ttd

SO’'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D
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Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Peavaliakyat Daerah

Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor . 1/PB/DPRD/2008
1/PB/111/2008
Tanggal : 19 Maret 2008
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan PeraturaralD&&bupaten

Kulon Progo tentang :

1.
2.

Urusan Pemerintahan Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

l. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggadaanoptimalisasi pelayanan
kepada masyarakat, diperlukan organisasi perarigatah yang efisien, efektif dan
proporsional dengan tetap mempertimbangkan keweaman@rakteristik, potensi dan
kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembagangleat Daerah dilakukan
dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otondaerah sebagai upaya
pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehinggaltDdapat lebih meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kar&gpgara Kesatuan Republik
Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dengaaht ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentadgn®Pan Organisasi Perangkat
Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Da&bupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Orgardsasi ata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebuttal @erlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang &sikan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan kepadzatB melalui

Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban adratifis
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Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Rbkain merupakan
bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara SauMfi@pala Dinas
Pendidikan berada langsung di bawah Bupati.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimanakslith dalam Pasal ini
meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasaekolah Menengah negeri
maupun swasta serta Madrasah Ibtidaiyah (Ml), Maatralsanawiyah (MTs)
dan Madrasah Aliyah (MA) negeri maupun swasta.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepagatiBmelalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban adratifis
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kateh merupakan
bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara SauMti@pala Dinas
Kesehatan berada langsung di bawah Bupati.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Tenaga Kararransmigrasi
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalahapggungjawaban

administratif.
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Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas $dsaaga Kerja dan
Transmigrasi merupakan bawahan langsung Sekrefmeyah. Secara
Struktural Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja damdmagrasi berada
langsung di bawah Bupati.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Komsinildan
Informatika kepada Bupati melalui Sekretaris Daeraddalah
pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Rarhgan Komunikasi
dan Informatika merupakan bawahan langsung Selgdaerah. Secara
Struktural Kepala Dinas Perhubungan Komunikasildéormatika berada
langsung di bawah Bupati.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan daata@a Sipil
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalahapggungjawaban

administratif.
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Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kdpdnkan dan
Catatan Sipil merupakan bawahan langsung Sekreffmesah. Secara
Struktural Kepala Dinas Kependudukan dan Catatpih I8rada langsung
di bawah Bupati.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebudayaan PatawiRamuda dan
Olah Raga kepada Bupati melalui Sekretaris Daeralalah
pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Kelyadn Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga merupakan bawahan langsurgteBiskDaerah.
Secara Struktural Kepala Dinas Kebudayaan PariaviBatmuda dan Olah
Raga berada langsung di bawah Bupati.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dke@upati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawatharnistratif.
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34

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Ra&er Umum
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.a8Setaktural Kepala

Dinas Pekerjaan Umum berada langsung di bawah Bupat

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pasal 39

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi Usaha oMiecil dan
Menengah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahalahd
pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas KagietJsaha Mikro
Kecil dan Menengah merupakan bawahan langsung taekréaerah.
Secara Struktural Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikiecil dan

Menengah berada langsung di bawah Bupati.

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perindustrian Band@n dan Energi
Sumber Daya Mineral kepada Bupati melalui SekretBraerah adalah
pertanggungjawaban administratif.



Pasal 44
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Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Fesirian Perdagangan
dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan bawahamgsiag
Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinasindustrian
Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral besadgsung di bawah
Bupati.

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Pasal 49

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian dan Kehot kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggwajpan

administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Retadan Kehutanan
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.a8Setaktural Kepala

Dinas Pertanian dan Kehutanan berada langsungnditbBupati.

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan Perikal@am Peternakan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalahapggungjawaban

administratif.
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Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas KelauPerikanan dan
Peternakan merupakan bawahan langsung SekretagsatbaSecara
Struktural Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan rRekan berada
langsung di bawah Bupati.
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendapatan Pemmgeld{euangan
dan Asset kepada Bupati melalui Sekretaris Daedatah pertanggung
jawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Dinas Peaida Pengelolaan
Keuangan dan Asset merupakan bawahan langsungt&ekrBaerah.
Secara Struktural Kepala Dinas Pendapatan Pengeld{@uangan dan
Asset berada langsung di bawah Bupati.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
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Pasal 66
Cukup jelas
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